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Padahal keduanya seharusnya saling

menguatkan satu sama lain. 

Pergulatan hubungan antara pusat dan

daerah memang sudah terjadi sejak lama

di Indonesia dan belum menemukan titik

terangnya hingga kini.  Ketakkunjung

berhasilan menemukan titik-temu hu-

bungan pusat dan daerah inilah yang

menjadikan wajah Republik Indonesia

seperti saat ini. Ada daerah yang menda-

patkan jatah pembangunan cukup

banyak, karena status daerah istimewa

maupun daerah khusus. Pada sisi yang

lain, mayoritas daerah mendapatkan kue

pembangunan sangat kecil sehingga sulit

mengembangkan daerahnya. 

Pemerintah pusat justru masih ada

yang merasa situasi ini terjadi karena ke-

salahan daerah.  Padahal  permasalahan

itu bermuara pada satu sumber, kega-

galan bersama menata hubungan pusat

dan daerah. Sejak proklamasi sampai

hari ini, penataan hubungan pusat dan

daerah, baik yang diatur dalam konstitusi

maupun UU organiknya hanya menam-

pakkan wajah politik mayoritas semata.

Padahal sila kelima Pancasila, dengan

tegas mengamanatkan �Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia�.

Gagasan untuk menyamakan visi pem-

bangunan daerah dan visi nasional ini mi-

salnya, bisa kita lihat dari kacamata yang

berbeda. Pertama, gagasan ini muncul

dari pendapat DPR. Padahal aspek pen-

gaturannya adalah terkait dengan hu-

bungan pusat dan daerah, sehingga lebih

tepat jika menjadi urusan DPD, bukan

DPR. DPD memiliki kewenangan mengu-

rusi kepentingan daerah, sedangkan

DPR mengurus urusan yang berskala na-

sional. Ini menandakan tidak bekerjanya

mesin DPD sampai hari ini, padahal DPD

adalah representasi daerah di pusat atau

pemerintah nasional. 

Kedua, logika pembangunan yang saat

ini digunakan adalah sinergi nasional.

Logika ini bisa kita nilai tidak saja dari

berbagai statemen pemerintah, namun

kalau kita membaca lebih seksama

risalah sidang UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, sangat je-

las terlihat bagaimana paradigma sinergi

nasional ini dimasukkan. Pemerintahan

yang memiliki semangat �kerja, kerja,

kerja� akan sangat berorientasi pada

pembangunan (terutama pembangunan

fisik). Pembangunan menghendaki

adanya suasana politik dan hukum yang

tenang, aman, dan stabil. Karena itu,

harus ada sinergi nasional antara peme-

rintah pusat dengan pemerintah daerah,

agar pembangunan dapat terwujud.

Secara substansial, sinergi nasional

sesungguhnya tidak berbeda dengan sta-

bilitas nasional yang dahulu diagung-

agungkan pemerintah orde baru. Hanya

saja cara-cara yang ditempuh berbeda.

Namun, keduanya setidaknya sama-

sama mengorbankan kepentingan da-

erah dan masyarakat daerah demi sinergi

nasional.

Memang tidak ada yang salah dengan

program pemerintahan yang berorientasi

pada pembangunan. Tidak ada satupun

negara maju di dunia ini yang tidak mela-

kukan pembangunan, bahkan justru

pembangunan itu sendiri adalah ukuran

dari maju atau berkembangnya suatu ne-

gara. Namun, pembangunan tidak harus

mengorbankan otonomi dan desentral-

isasi, terlebih mengorbankan masyarakat

daerah. 

Otonomi dan desentralisasi pada prin-

sipnya yang paling dasar adalah kebe-

basan dan kemandirian daerah untuk

mengatur dan mengurus urusannya

sendiri. Kebebasan dan kemandirian ini

dijamin oleh konstitusi. Sehingga logika

apapun tidak dapat mereduksinya sepan-

jang konstitusi itu belum berubah.

(Penulis adalah peneliti 

Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) 

FH UII Yogyakarta)-d

Kemudian menyerukan pentingnya seluruh ne-

gara terus memperkuat PBB dan multilateral-

isme,Ó kata Retno.

Menurut Presiden Sidang Majelis Umum

PBB 75, Volkan Bozkir, ini adalah cara PBB un-

tuk menekan penyebaran virus Korona. ÓJika

saya mentransfer kepemimpinan saya ke kan-

didat berikutnya di tahun depan, itu bisa saja

menjadi pemakaman, bukan selebrasi. Maka,

kami bilang tidak untuk para pemimpin yang

ingin datang ke sini,Ó katanya dalam pengarah-

an pers, Rabu (16/9).

Ditambahkan, Amerika Serikat member-

lakukan aturan karantina 14 hari untuk para

pendatang, termasuk pemimpin yang ingin

datang ke Sidang Majelis Umum PBB. ÓAda

beberapa pemimpin yang ingin datang lang-

sung, tapi mereka tidak akan bisa berpidato jika

tidak datang 14 hari sebelumnya,Ó beber diplo-

mat Turki itu.

Selain Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar,

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang

Darmawati juga akan menyampaikan pidato

dalam acara ini secara virtual. (R-1)-f
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merupakan pejabat yang pertama kali

mengumumkan dirinya positif Covid-19

beberapa waktu lalu, kemudian sembuh. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy

Prabowo dikabarkan juga positif Covid-19

namun belakangan hasil tes swabnya su-

dah negatif. Edhy langsung menjalani pe-

rawatan di RSPAD Gatot Subroto dan

kabar terbaru sudah negatif, seba-

gaimana disampaikan politisi Partai

Gerindra Ahmad Sufmi Dasco.

Mantan Duta Besar Amerika Serikat

Dino Patti Djalal juga dinyatakan positif

Covid-19. Pejabat lainnya yang pernah di-

nyatakan positif Covid-19 Walikota Bogor

Bima Arya, Wakil Walikota Bandung Yana

Mulyana, Walikota Tanjungpinang Syah-

rul, Bupati Morowali Utara Aptripel

Tumimomor hingga Sekda DKI Jakarta

Saefullah yang meninggal dunia pada 16

September 2020. 

ÓIni merupakan bentuk transparansi pu-

blik dan tidak perlu terjadi stigma negatif

kepada para pejabat publik,Ó tambah Wi-

ku. Sebab virus SARS-CoV-2 penyebab

Covid-19 tidak mengenal jabatan, jenis

kelamin, usia dan tidak mengenal waktu. 

ÓSiapa pun bisa terkena dan ini terjadi

bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh

dunia,Ó katanya.        (Ant/Ati)-d


